
Mengingat 

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuao Pasa.l 7 
Peramran Bupati Cirebon Nomor 11 Tahun 2018 
t.entang Pembentuk.an Unit Pelalcsaoa 'Felmis Daerah 
pada Dinas daa, Badan di Lingkungan Pemerintah 
Kabupaten C.irebon, perlu mengatur Organisasi 
Fungsi, Togas dan Tata Keija pada Unit Pelaksana 
Teknis Daerah Pada Dinas Perumahan, Kawasan 
Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Cirebon; 

b. bahwa bcrda.sarkan perti:mbangan sebagaimaoa 
djmaksud pada buruf a, maka Orgaoisasi Fungsi, 
Tugas clan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerab 
Pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan 
Pertan.ahan Kabupaten C.irebon, petlu d.itetapkan 
dengan Peraturan Bupati. 

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004- tentang 
Pemeriksaan Pengelo1aan dan Tanggung .Jawab 
Keuangan Negara (Innbaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara.Republik Indonesia Nomor 4400); 

2. Undang--Undang Nomor 5 Tabon 2014 tentang 
Apa.ratur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia .Tahun 2014 Nomor 6, Tambabao Lembaran 
Negara Reptibliklndooesia Nomor 5494); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten:tang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tamhaban 

Menimbang 

ORGAJIJSABI, l"UIG81, TUGAS POKOK DAii TATA KBR-JA 
-u-:m-y- PBl>KSAWA JARIB DAAAB PADA DIIIAS P&RUMABAII, 

KAWASAI( PBRlfOKIIIO DAii PBRTAIIAIIAII 
KABUPATBII CIREBOB 

DENGAN RAHMAT TURANYANG MAHA ESA 

BUPATI CJREBOII, 

J:JERATURAN BUPATI ClREBON 
NOMO,R : 36 Tahun 2018 

TENTANG 

WOJIOR 3' TAB1Jll ~18~ SERI D.4 

BEPJTA DAERAB KABUPATEII CIREBOK 
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• 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), 
sebagaimana telah bebetapakali diubah, terakhir 
dengan Undang-Undang Nornor 9 Tahua2015 tentang 
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daer.ili [Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nemer 58, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5679)); 

4. Peraturan Pernerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang 
Sistem Pengendalian Intern Pernerintah [Lembaran 
Negara Republik tndonesia Tahun 2008 Nomor 127, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Iridenesia 
Nomor 4890); 

5.. Peraturan Pemeriritah Nomor 53 Tahun 2010 tentang 
Disiplin Pegawai. Negeri Sipil (Lembaran Negata 
Republik Indonesia Tabun !201b Nomor 74, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lernbaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 201(;) Nomor 123, 
Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5165); 

7. Peraruran Pemerintah Nornor 18 Tahun 20t6 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan 
Lembarati Negar;a.Republikindonesia Nomor:5887); 

8'.. Peraturan M!!nteti Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 
'Fentang Pedornan Pernbentukan D@ Klasifikasi 
Cabang Dinas Dan Unit Pelaksana Teknis Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tah\Jll 2017 
Nomor451); 

9. Peraturan baerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 
Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon [Lernbaran 
Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nornor 16, 
Seri D.7); 

10. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 61 Tahun 2016 
tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah 
Kabupaten Cirebon (Berita DaerahKabupaten Cirebon 
Tahun 2016 Nomor 6111 Seri D. 10); 

11. Pera tu ran Bupati Cirebon Nomor 67 Tahun 2016 
tentang Fungsi, Tugas Pokok clan Tata Kerja pada 
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan 
Pertanahan (Berita Daerah Kabupaten Cirebon 
Tahun 2016 Nomor 67, Seri D. 16); 

• 
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Dalam Peraruran Bupati ini, yang dimaksud dengan: 
1. Daer-ah adalah Kabupaten Cirebon; 
2: Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten 

Cirebon; 
3. Bupati adalah. Bupati Cirebon; 
4. Dirras adalah Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman 

dan Pertanahan Kal;n.u,aten .Cirebon yang selanjutnya 
disingkat DPKPP; 

5. J<;epala Dinas adalah Kepala Dinas Perumahan, 
Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten 
Cirebon; 

6. Unit Pelaksana Teknis Daerah selanjutnya disingkat 
UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas 
Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan 
Kabupaten Cirebon; 

7. Unit Pela:ksana Teknis Daerah Pengawasan dan Tata 
Ouna yang selanjutnya disebut UPTD Pengawasan dan 
Tata Guna adalah Unit Pelaksana Teknis Pengawasan 
dan Tata Ci:una pada Dinas Perurnahan, Kawasan 
Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Cirebon; 

8. Kepala UPTD Pengawasan dan Tata Guna yang 
seianjutnya disebut K;epala UPTO adalah Kepala 
UPTD Pengawasan dan Tata Guna pada Dinas 
Perurnahan, Kawasan Permukiman, .dan Pertanahan 
Kabupaten Cirebon; 

BAB I 
K~ENTUAN UMUM 

Pasal 1 

ME~TUSKAN: 

PEaATURAN BUPATl TENTANG ORGANlSASI FUNGSI, 
TUGAS DAN TATA ~RJA UNIT PELAKSANA TEKNIS 
D.I\ERAH PADA DINAS PERUIVlAHAN, KAWA~AN 
PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KABUPATEN CIREBON 

12, Peraturan Bupati Cirebon Nomor 11 Tahun 2018 
tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah 
Pada Dinas. dan Badan di Lingkungan Pemecintah 
Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon 
Tahun 2018 Nomor 11, Seri D.1), "Sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Bupati Cirebon 
Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Bupati Cirebori Nomor 11 Tahun 2018 
Tentartg Pembentukan Unit Pelaksana "Tekriis Daerah 
Pada Dinas Dan Badan Di Lingkungan Pernerintah 
Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon 
-'fahun 2018 Nomor 18, Seri D.2). 

Menetapkan 

• 

• 
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(1) Susunan Organisasi UPTD Pengawasan dan Tata Guna, 
terdiri dari : 
a. Kepala: 
b. Subbagian Tata Usaha; dan 
c. Kelompok Jabatan Fungsional. 

(21 Bagan Struktur Organisasi UPTD Kabupaten, Cirebon 
sebagaimana dlmaksud pada ayat (1) tercantum dalam 
Lampiran. yang merupakan bagian tidak terpisahkan 
dari Peraturan Bupati ini. 

Pasa13 

• 

BABU 
TUGAS UMUM JABATAN STRUKTURAL 

Pasal 2 

(1) Setiap jabatan struktural pada UPTD DPKPP, 
mempunyai tugas umum; 

(2) Tugas umum jabatan struktural sesuai dengan ruang 
lingk.up UPI'D DPKPP sebagairnana dimaksud pada 
ayat (1), meliputii 
a. me, 11i1 npin clan mempertaJ:lggungja~bkan kegiafan; 
b. merencanakan kegiatan dan anggaran; 
c. menyusun standar teknis dan standar operasional 

prosedur; 
d. mengoordinasikan kegiatan dengan unit kerja lain; 
e. memberi petunjuk, rnendistribusikan tugas kepada 

pegawai; 
f. mengevaluasl dan menganalisis kegiatan dan 

program sebagai bahan perencanaan dan 
pengendalian; 

g. mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan, 
penyelenggaraan program, kegiatan, tugas dan 
kinerja.pegawai; 

h. membina, menilai dan mengevaluasi tugas dan 
kinerja pegawai: 

L memberikan saran, masukan dan bahan 
pertimbangan kepada pimpinan; dan 

j. melaporkan kcgiat.an kepada pimpinan. 

BAB ill 
SUSUNAN ORGANISASI, FUNGSI DAN TU'GAS POKOK 

Bagian Kesatu 
Su.sunan Organiaul 

• 

9. Kepala Subbagian Tata Usaha yang selanjutnya disebut 
Kasubbag TU adalah Kepala Subbagian Tata Usaha 
pada UPTD Pengawasan dan Tata Guna; 

10. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabacan yang 
berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan 
fungslorial yang berdasarkan pada keahlian dan 
keterampilan tertentu. 



Bagi_an Kedua 
Fungal dan Tugas Pokoli: 

UPTD Pengawasan dan Tata Guna 
Paragraf Kesatu 

Kepala UPTD Pengawasan dan Tata Guna 

Pasal4 

(1) Kepaia U.PI'D Pengawasan dan Tata Guna mempunyai 
fungsi: 
a. penyusunan perencanaan clan program UPTD 

Pengawasan dan Tata Guna; 
b. pelaksanaan urusan surat menyurat, kearsipan, 

kepegawaian, keuangan perlengkapan dan rumah 
tangga UPI'D Pengawasan dan Tata Guna; 

c. pelaksanaanteknis pengawasa;n di bidang bangunan 
gedung, perumahan, permukiman dan perlanahan; 

d, pelaksanaan pendataan bidang perumahan dan 
pennukiman; 

e. pelaksanaan pendataan bidang bangurran gedung; 
f. petaksanaan pendataan bidang pertanahan; dan 
g. pelaksanaan verifikasi terhadap seluruh usulan 

pembangunan infrastruktur dari masyarakat; 
h. pelaksanaail evaluasi dan pelaporan kegiatan UP.TD 

Pengawasan dan Tata Gurra; dari 
-i. pel~sanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala 

Dinas .sesuai d~ngart tugas dan fungsinya. 
(2) Kepala UPTb Pengawasan dan Tata Guna adalah 

pimpinan UBTD Pengawasan dan Tata Guna yang 
bertanggung jawab kepada Kepala Oinas rnelalui 
Sekret,aris Dinae, 

(3) Kepala UPTD Pengawasari da'n 'Fata Guna mernpunyai 
tugas pokok n:iemimpin, mengoordirrasfkan dan 
mengendalikan pelaksanaan tugas UPTD Pengawasan 
dan Tata Guna di bidang bangunan gedung, perumahan, 
permukiman dan pertariahan. 

Paragraf Kedua 
Subbagian Tata Usaha 

Pasal 5 

(1) Subbagian Tata Usaha mempunyai Iungsi : 
a. pelaksanaan urusan surat menyurat, kearsipan dan 

dokumeatasi; 
b. pelaksanaan urusan kepegawaian; 
c. pelaksanaan urusan keuangan; 
d. pelaksanaan urusan perlengkapan dan rumah 

tangga; dari 
e. pelaksanaan tugas lain yang: diberikan oleh Kepala 

UPJ'D 'sesuai dengan tugas dan fungsinya, 

----~ ---------------- ------ --- ---- 

• 
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Pasal 8 

(1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPTD, Kepala 
Subbagian 'Pata Usaha dan Pejabat Fungs1onal wajib 
menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan 
sinkronisasi secara vertikal dan horizontal baik dalam 
Iingkungan. masing-masing maupun antara satuan 
organisasi dalam lingkungan Pemerintah Daerah serta 
instansi lain sesuai dengan tugas masing-masing. 

(2) KepaJa IJPTD dan Kepala Subbagian Tata Osaha 
berkewajiban memberikan petunjuk, bimbingan dan 
mengawasi pekerjaan Pelaksana/ Bawahan yang berada 
dalam Iingkungannya, 

(3) Pejabat Fungsional pada UPTD Pengawasan dan Tata 
Guna, secara teknis administratlf bertanggung jawab 
kepada Kepala Di:nas dan secara teknis operasional 
berada clibawah koordinasi dan bertanggung [awab 
kepada Kepala UPTD. 

• 
BABV 

TATAKERJA 

( 1) Kelompok Jabatan Fungsienal sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 6, terdiri dari pegawai yang memangku 
jabatan fungsional sesuai kelompok jabata:n .Iungsional 
masing-masing, 

(2) Jenis jabatan fungsional clan jurnlah pejabat Iungsional 
sebagaimana dimaksud pada ayat (I], ditetapkan sesuai 
kebutuhan dan beban kerja 

Pasal 7 • 
Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas 
melaksanakan sebagian rugas dan fungsi Dinas 
Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan. sesuai 
dengan kebutuhan. 

Pasal6 

BABW 
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL 

(2) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala 
Subbagian Tata Usaha yang .melaksanakan tugas di 
bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala PPTD. 

(3) Kcpa1a Subbagian Tata Usaha mempunyai .tugas pokok 
melakukan urusan administrasi kepegawaian, keuangan, 
Surat menyurat, kearsipan dan dokumentasi serta 
perlengkapan dan rumah tangga. 



wilayab Barat 

• 

g. Kecamatan Lemahabang.. 
h. Keeamatan Pangenan: 
i, Kecamatan Gebang; 
j. Kecamatan Pabedilan; 
k . Kecamatan Losari; 
1. Kecamatan Ciledug: 
rn, Keeamatan Babakan; 
n. Kecamatan Pabuaran; 
o. Kecamatan Karan gsem bung; 
p. Kecamatan Karangwareng; 
q. Kecamatan Waled; dan 
r. Kecamatan Pasaleman. 

(2) UPTri Pengawasan dan Tata Gun a: 
dengan wilayah kerja meliputi : 
a. Kecamata:n Sumber; 
b. Kecamatan Talun; 
c. Kecamatan Dukupurttang; 
d. Kecamatan Depok; 
e . Kecamatan Plurnbon; 
f. Kecamatan Weru; 
g. Kecamatan Plered; 
h. Kecamatan Tengah Tani; 
i. Kecamatan Kedawung; 
J. Kecamatan Gunung Jati; 
k. Kecamatan Suranenggala; 
1. Kecamatan Kapetakan; 
m. Kecamatan Gegesik; 
n. Kecamatan Kaliwedi; 
0. Kecamatan Susukan · 

. ' ' 
p. Keoamatan Arjawinangun; 
q. Kecamatan Panguragan; 
r. Kecamatan .Jamblang; 
s. Kecamatan Klangenan; 
t. Kecamatan Palimanan; 
u. Kecamatan Gernpol; dan 
v. Kecamatan Ciwaringin. 

• 

Pasal 9 

(1) UPfD Pengawasan dan Tata Guna wilayah Timur 
dengan wilayah .kerja meliputi : 
a. Kecamatan Mundu; 
b. Kecamatan Astanajapura; 
c. Kecamatan Greged; 
d. Kecamatan Beber; 
e. Kecamatan Sedong; 
f. Kecamatan Susukanlebak; 

BAB VI 
WILAYAH KERJA 

' 



BAB XI 
KETENTUANPENUTUP 

Pasal 14 

Dengan, berlakunya Peraturan Bupati mi, maka 
Peratura:n Bupati Cirebon Nomor 82 Tahun 2009 tentang 
Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana 
Teknis Pengawasan Ruang, 13angunan dan Kebersihan pada 
Dinas Cipta Karya .dan Tata Ruang, dicabut dan dinyatakan 
tidak berlaku. 

BABX 
PEMBIAYAAN 

Pasal l~ 

Pembiayaan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah dan sumber dana lain yang sah. 

• 

BAB IX 
KEPEGAWAIAN 

Pasal 12 
(1) Kepala UPTD diangkat dan tUberhentikan oleh Bupati 

atas usul S:ektetaris !Jac;flili setelah .mernenuhi syarat 
administrasi clan kualifikasi berdasarkan l<e.tentuan 
peraturan perundang-undangan. 

(2) Kepala OPTD bertan~ngjawab dalarn pelaksanaan 
pembinaan kepegawaian di Iingkup UPTD . 

BAB VIII 
HAL MEWAKILI 

Pasal 11 

(1) Dalam hal Kepala UPTD berhalangan, Kepala UPTD 
dapat menunjuk Kepala Subbagian Tata Usaha. 

(2) Dalam .hal .Kepala Stibbagian Tata Usaha berhalangan, 
.Kepala UPTD clapat menunjuk Pejabat Fungsicrial 
berdasarkan seniorita:s. • 

dan ear a 
ketentuan 

(1) ~epala UPTD wa:jib memberikan laporan 'pelaksanaan 
tugasaya secara berkala kepada Kepala Dinas ·rnelalµi 
Sekretaris Dinas. 

(2) Pengaturan mengenai laporan 
periyarnpaiannya berpedoman pada 
peraturan perundang-undangan, 

Pasal 10 

BAB VII 
PELAPORAN 



SEKRETARJS DAERAH KA!UPATEN C1REBO~ 

< 
RAHMAT SUTR,lS~J. 

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHlJN 2018 NOMOR, 3' SERI 11,4 

Diundangkan di Sumber 
pada tanggal 1, ,.. :u~tu1, n10 

SUNJAYA PURWADISASTRA 

ttd 

Ditetapkan di $umber 
pada tanggal 13 Agustus 2018 

BUPATt CIREBON, 

Peraturan Bupati mi rnulai berlaku pada tangge 
diundangkan. 

Agar setia-p orang mengetahuinya, memerintabkai 
pengu.ndangan Peraturan Bupati ini dengan penempatanny: 
dalam Berl ta Daerah Kabupaten Cirebon. 

• 

• 
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RAHMA'r SUTRI;jO· 
BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2018 NOMOR, 3' SERI D.~ 

Diundangkan di Sumber 
pada tanggal 1, Aj!U.atua 20 id 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON 

SUNJAYA PU"RWADISASTRA 

Ditetapkan di Sumbe.r 
pada tanggal 13 Agustus 2018 

BUPATl CIREBON, 

ttd 

Peraturan Bupati ini mulai berlak:u pada tanggal 
diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 
dalam Serita Daerah Kabupaten Ci.rebon. 

Pasal 15 

• 

• 

• 



RAHMAT SUTRIS 

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2018 NO MOR 3' , SERI D. 4 

Diundangkan, di Bumber 
paaa timggal t4i A;JU.atua 20 ,a 

SEKRETARIS DAEAAH KABUPATEN CIREBONf 

SUNJA YA PURW ADISA,STRA 

ttd 

Ditetapkan di S.umber 
pada tanggal 13 Agustus 2018 

BUPATI CIREBON, 

KE PALA 

SUBBAGIAN 
T.9.TA USAHA 

KELOMPOK JABATAN 
)<'UNGSIQNAL 

BA~AN STRUKTUR ORGANISASI 
UPTD PENGAWASAN DAN TATA GUNA 

PERATURAN tlUPA:'t'l l;Lt<Kl::SU!'I 
NOMOR : 36 Tahun 2018 
TANGO.AL : 13 Agustus 2018 

LAMPI RAN 

• 

• 



BERI'T'A DAERAHKABUPATEN CTREBONTAHUN 2018 NOMOR 3' , SERl l>,4 

RAHMAT $1JTR1S~J , 

- < 

Diundangkan di Sum per 
pada tanggal 1, Agwatua 2n18 

SEKRETARIS DAERAH .KABUPATEN GIREBON 

SUNJAYA PURWADISASTRA 

Ditetapkan di Sumber 
pada tanggaJ 13 Agustus 2018 

BUPATl CfREBON, 

ttd 

KEPALA 

SUBBAGIAN 
TATA USAHA 

KEWMPOK JABATAN 
FUNGSIONAL 

. 

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI 
UPTD PENGAWASAN DAN TATA GUNA 

PERATURAN BIJPATl CIREBON 
NOMOR : 36 Tahun 2018 
TANOOAL : 13 Agustus 2018 

LAMP1RAN 

• • 

• 

• 

~. 
' 


